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ABSTRAK

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang
satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus harus pula menjawab
kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu
bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana penganiayaan yang
menyebabkan kematian sebagai mana diatur dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah terjadinya
tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota
Jambi. Apakah yang menjadi kendala dalam menangani kasus tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi.
Bagaimanakah upaya mengatasi menjadi kendala dalam menangani kasus tindak
pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi.
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Di dalam penulisan
skripsi ini penulis gunakan metode Yuridis Empiris. Tehnik pengambilan materi
dilakukan secara materi Purposive Sampling. Terjadinya tindak pidana penganiayaan
yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak dibawah umur Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Telanaipura ialah berawal dari perkelahian antar supporter pelajar
Sekolah Menengah Atas. pelaku AS berkumpul mengajak teman-temannya yakni
MZ, RK, FR, MY dan MA untuk melakukan pembacokan terhadap korbannya.
Adapun kendala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang
menyebabkan kematian oleh pelaku anak Di Kota Jambi yaitu adanya duplikasi
hukum mengenai pengertian anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dan pengertian anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang membuat aparat penegak hukum
harus mengedapankan prinsip kehati hatian dalam memberikan pemidanaan. Upaya
penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku
anak dibawah umur tersebut tetap berjalan pada proses pemidanaan (peradilan
pidana). Artinya tidak diterapkannya konsep Diversi. Saran yang dikemukakan
hendaknya terhadap kasus perkelahian yang menyebabkan kematian antar supporter
pelajar Sekolah Menengah Atas yang di tangani Kepolisian Sektor Telanaipura
seharusnya diterapkannya Diversi dalam penyidikan kasus tersebut mengingat dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses
penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Menyebabkan Kematian, Pelaku,
Anak
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ABSTRACT

Criminal acts regulated in the Criminal Code (KUHP) have their own limitations to
distinguish between one crime and another. Criminal law must also answer criminal
cases that still exist in society. One form of crime is committing a criminal offense of
persecution which causes death as stipulated in article 355 of the Criminal Code
(KUHP). The problem raised is how the criminal act of persecution that caused death
by child perpetrators occurred in Jambi City. What are the obstacles in handling
cases of criminal acts of abuse that cause death by child perpetrators in Jambi City.
How are efforts to overcome obstacles in handling cases of criminal acts of abuse
that cause death by child perpetrators in Jambi City. The specification of this
research is descriptive analytical research. In writing this thesis the writer uses the
Juridical Empirical method. Material collection techniques are carried out using
Purposive Sampling. The occurrence of criminal acts of persecution that caused
death by minors in the Telanaipura Sector Police Legal Area started with fights
between high school student supporters. the US perpetrators gathered together to
invite their friends, namely MZ, RK, FR, MY and MA to stab the victims. The
obstacles in handling cases of criminal acts of abuse that cause death by child
perpetrators in Jambi City, namely the existence of legal duplication regarding the
understanding of children based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the
understanding of children in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014
concerning child protection which makes law enforcement officials must prioritize the
precautionary principle in giving punishment. Efforts to resolve the criminal act of
persecution that caused death by the perpetrator of the underage child are still
ongoing in the process of sentencing (criminal justice). This means that the concept
of Diversion is not applied. The suggestions put forward should be that in the case of
a fight that caused death between high school student supporters handled by the
Telanaipura Sector Police, Diversion should be applied in the investigation of the
case considering that in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014
Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of the Year 2002
concerning Child Protection, it is mandatory for children who are in conflict with the
law to seek diversion, namely the transfer of settlement of child cases from the
sentencing process (criminal justice) to the mediation settlement process (outside
criminal justice).

Keywords: Crime, Abuse, Causing Death, Perpetrators, Children
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BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur
masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus
berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia
mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus
berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya
dengan hukum pidana Indonesia.! Berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara
supremasi Undang-Undang Dasar tersebut memiliki kepastian hukum.
Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap
perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan
antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum
pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada
ditengah-tengah masyarakat.? Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah
melakukan delik pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagai
mana diatur dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

berbunyi:

! Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 57
2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 18



“(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana Penganiayaan berat dilakukan
dengan direncanakan terlebih dahulu, maksimum ancaman sanksi
pemidanaan hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan apabila
berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis melalui Kepolisian
Sektor Telanaipura diketahui : Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat
18 kasus delik pidana penganiayaan sepanjang tahun 2020 sampai tahun
2021. Dari jumlah 18 kasus delik pidana penganiayaan 7 diantaranya
merupakan delik pidana penganiayaan perkelahian yang menyebabkan
kematian sedangkan 11 kasus diantaranya delik pidana penganiayaan berat.

Adapun salah satu contoh tindak pidana penganiayaan yang penulis
angkat ialah penganiayaan menyebabkan kematian yaitu perkelahian yang
menyebabkan kematian antar supporter pelajar Sekolah Menengah Atas.
Sebagaimana diketahui berawal setelah korban dan pelaku ribut, saling ejek
di GOR Kota Baru, satu pelaku utamanya berinisial AS kabur melarikan diri
ke Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan namun akhirnya
berhasil ditangkap. AS kabur setelah membacok Sharul Romadhon, salah
satu supporter tim futsal SMAN 7 Kota Jambi, di Jalan KH A Malik,

Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Akibat



kejadian tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit dan sempat dirawat
beberapa hari, namun akhirnya korban meninggal dunia. Adapun kronologi
kejadian pembacokan tersebut, pelaku AS berkumpul mengajak teman-
temannya untuk melakukan pembacokan dengan mengambil sebilah parang
di daerah Arizona. Kemudian, mereka menunggu supporter SMAN 7 lawan
mereka lewat dan mengikutinya. Saat berada di Jalan KH A Malik,
Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, pelaku membacok
punggung korban DL. Seketika, Sharul Romadhon yang membawa motor
membonceng DL berhenti, DL berhasil kabur, namun Sharul Romadhon
tidak sempat berlari, sehingga menjadi korban pembacokan pelaku AS yang
menyebabkan korban meninggal dunia. Selain menangkap aktor utama
pembacokan Sharul Romadhon, aparat penegak hukum juga mengamankan
empat pelaku lainnya yang turut serta membantu AS dalam melakukan
aksinya, yakni MZ, RK, FR dan MA. Sedangkan MY masih menjadi
buronan polisi.

Adapun ancaman pemidanaan yang dikenakan kepada para pelaku
yakni untuk tersangka AS dikenakan ancaman pemidanaan pada Pasal 355
ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan menyebabkan
hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan, untuk tersangka MZ, RK, FR dan
MA dikenakan pasal yang sama dan juncto Pasal 55 dan 57 KUHP tentang
penyertaan dengan ancaman hukuman pokok dikurangi sepertiga. Akan
tetapi dalam memberikan sanksi pemidanaan terhadap pelaku perkelahian

yang menyebabkan kematian antar supporter pelajar Sekolah Menengah


https://www.merdeka.com/tag/polri/

Atas tentunya ada permasalahan yang temui seperti tidak diterapkannya
Diversi dalam penyidikan kasus ini sedangkan pada Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan
dengan hukum wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses
penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana).

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian
penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk
penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut
penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul:
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh
Pelaku Anak Di Kota Jambi
Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian
yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis
memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang
menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi ?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam menangani kasus tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota

Jambi ?



3. Bagaimanakah upaya mengatasi menjadi kendala dalam menangani
kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh
pelaku anak di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota
Jambi.

b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam menangani kasus
tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh
pelaku anak di Kota Jambi.

c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi menjadi kendala
dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang
menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan
a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang
kajian hukum mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku Anak Di Kota Jambi.

c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di

harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan



pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku Anak Di Kota Jambi.

Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi
logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka
peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah
strafbaarfeit diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara
ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka
menterjemahkan istilah strafbaarfeit ke dalam bahasa Indonesia
berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut
pendapat Moeljatno mengatakan bahwa ‘Perbuatan pidana yaitu
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukun, larangan mana disertai
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang
3

melanggar”.

2. Penganiayaan

3 P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung.
2012, hal.39
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Penganiayaan adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang
mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami

luka.*

3. Kematian

Kematian adalah penghentian permanen dan ireversibel (tidak dapat
dibalikkan) dari semua fungsi biologis yang menopang organisme hidup.®
4. Pelaku
Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang
yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.® Pelaku tindak pidana itu
adalah orang yang melakukan tindak pidana daader yang bersangkutan,
dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu
ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah
menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau mengalpakan
tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan
lain ia adalah orang yang memenui semua unsur-unsur suatu delik
seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu
merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa
memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut
timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak

ketiga.

4 Moeljatno, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2013, hal.99

5 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2012, hal. 54

® Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, hal. 473



5. Anak
Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan
perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan
kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,

sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.”

6. Kota Jambi
Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu
kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai
yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh
jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.®
Landasan Teoritis
Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan
yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap
dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas
permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis
ilmiah menggunakan teori Pemidanaan (Conviction) sebagai berikut:
Pemidanaan (Conviction)
Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai
torekenbaarheid (Belanda) atau criminal responbility atau criminal

lialibility (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan

7 Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika
Aditama, Bandung, 2012, hal.89

8 http://www.kotajambi.com/ diakses pada tanggal 28 November 2022 Pukul 22.50
wIB
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apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan
pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus
kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan
dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum
pidana yang berbunyi geen staf zonder schuld (tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan
tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak
memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak
ditelaah dari sudut pengetahuan.Adapun beberapa pendapat sarjana
mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman
sebagai berikut :

a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah
suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang
membawa tiga kemampuan, yaitu :

a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya
sendiri.

b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut
pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.

c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-
perbuatannya itu.

b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan
sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya
penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum
maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
a) la mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum.



b) la dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran

tersebut.’

Mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan
dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan
pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya,
tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak
pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban
pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak
pemidanaan jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld). pemidanaan
harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).

b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung

jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).°

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa
“Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
percelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti
bentuk kesalahan (schuldvorrn) yang berupa kesengajaan (dolus, opzet, atau
intention). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.

b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang

dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela
karena perbuatannya tadi.!

® Tri Andrisman, Sistem PertanggungJawaban Pidana, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2012, hal.96

WIbid, hal.97

Ybid, hal.98
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Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan
pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat
dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas
perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai
berikut :

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya

keadaan jiwa si pembuat harus normal.

b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya,

yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada

alasan pemaaf.?

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan,
Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang
dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu
merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah
perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat
adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada
orang yang melakukan perbuatan pidana.*3

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi
unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang
maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum

pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat

dipertanggung jawabkan pidana.

12 |bid, hal.99
13 1bid, hal.101
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Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman
bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu
keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan
sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari
orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila la mampu untuk
mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan
hukum dan la dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran
tersebut.”*

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan
kemampuan jiwa (geestelijke vergomens), dan bukan kepada keadaaan dan
kemampuan berfikir (vanstanselijke vergoments). KUHP tidak memberikan
rumusan yang jelas tentang pertangung jawaban pidana, namun ada satu
pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut
adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa Yyang
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige
ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak
dipidana.

Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan
secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang

baku, logis dan sistematis, yaitu:

14 Ibid, hal.102
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1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, suatu
penelitian menggambarkan (deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala
yang berkaitan dengan materi lainnya.'® Dalam hal ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku
Anak Di Kota Jambi.
2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode Yuridis
Empiris pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah
kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia,
ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),'® serta ketentuan yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain
yang terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan
Kematian Oleh Pelaku Anak Di Kota Jambi.
3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen

penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk

melihat fakta-fakta terjadinya perkelahian yang menyebabkan kematian.

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2015, hal.10
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hal.36
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Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah
mengumpulkan data tentang tindak pidana penganiayaan Yyang
menyebabkan kematian oleh pelaku anak Di Kota Jambi dan
wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan
untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan
skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pembahasan skripsi ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya
dengan masalah dalam skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Tehnik Penarikan Sample
Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi Purposive

Sampling, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana

sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum

yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh
berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

a. Kapolsek Telanaipura.

14



b. 1 (satu) Orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tenlanaipura.
5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder
yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam
bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif
yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun
peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan
pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Penganiayaan

Yang Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku Anak Di Kota Jambi.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam
5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub
bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.
Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab | sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa
persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang,
sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab
kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian
dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab
Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk

pembahasan bab-bab berikut.
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Selanjutnya Pada Bab Il disajikan tinjauan umum tentang
pemidanaan terdiri dari sub bab yaitu, pengertian perbuatan pidana, unsur-
unsur pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan, pertanggung jawaban pidana.

Kemudian Pada Bab 11l disajikan tinjauan umum tentang tindak
pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang terdiri dari sub
bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian
penganiayaan, dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan
kematian.

Pada Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait
dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh
pelaku anak di Kota Jambi antara lain yaitu terjadinya tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota
Jambi, kendala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang
menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi, upaya mengatasi
menjadi kendala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang
menyebabkan kematian oleh pelaku anak di Kota Jambi.

Pada Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa

kesimpulan dan beberapa saran.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN

Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai
torekenbaarheid (Belanda) atau criminal responbility atau criminal
lialibility (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan
apakah  seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan
pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus
kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan
dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum

pidana yang berbunyi geen staf zonder schuld (tidak dipidana jika tidak ada
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B.

kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan
tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka
masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa
pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum
oleh Tri Andrisman sebagai berikut :*

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah
suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang
membawa tiga kemampuan, yaitu :

a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya
sendiri.

b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut
pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-

perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan
sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya
penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum

maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila

a. la mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum.

b. la dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran
tersebut.

Unsur-Unsur Pemidanaan

17 Tri Andrisman, Op Cit, hal.97
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Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini
berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan
dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya,
tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak
pidana yang dilakukannya.*®

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali
kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada
kesalahan (geen straf zonder schuld). pemidanaan harus terlebih dahulu
memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).

2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung

jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa
“Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
percelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti
bentuk kesalahan (schuldvorrn) yang berupa kesengajaan (dolus, opzet, atau
intention). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :'°

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang
dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela
karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan

pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat

18 Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.156
® Tri Andrisman, Op Cit, hal.94-95
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dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas
perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai
berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya
keadaan jiwa si pembuat harus normal.

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya,
yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada
alasan pemaaf.?°

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan,
Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang
dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu
merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah
perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat
adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada
orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi
unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang
maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum
pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat
dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman
bahwa:

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu
keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan

20 Ibid, hal.96
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sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun

dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila la

mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum dan la dapat menentukan kehendaknya
sesuai dengan kesadaran tersebut.”?*

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan
kemampuan jiwa (geestelijke vergomens), dan bukan kepada keadaaan dan
kemampuan berfikir (vanstanselijke vergoments). Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang
pertangung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan
kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige
ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak
dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum
apabila seseorang pelaku dihinggapi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya
Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa
keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau
terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah
dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-

anak.
2. Terganggu karena penyakit

23 1bid, hal.99
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Terganggu karena penyakit dapt dikatakan bahwa pada mulanya
keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh
suatu penyakit.??

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas
tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP
justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak
mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal
kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara
itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan
kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa
sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.?

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal
ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku,
penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi
penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan
hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan
pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-
Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat
penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan,ada yang ringan,

22 |bid, hal.98
23 1bid, hal.99
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sedang maupun betul-betul dihinggapi penyakit jiwa yang berat. Keadaan
jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila
(idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini
termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu
mempengaruhi keadaan jiwanya.

2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka
yang disebut psychose, yaitu orang normal yang mempunyai
penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat
dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.?*

Jenis-Jenis Pemidanaan

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu
melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela
karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat
padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan
karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika
begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana
merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang
penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang
melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat
dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang
dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang

dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada

pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada

24 |bid, hal.102
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saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa
untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa
sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap
batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan
dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan :

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang

menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap

manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya
dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan
masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan
menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh

Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang

tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.?

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori
kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu
perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua
jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Dalam hal tindak
pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (opzet) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (opzet)
Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga

macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh
khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu
tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena

% Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Op Cit, hal.160
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dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si
pelaku benar — benar menghendaki mencapai suatu akibat yang
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik,
tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti
perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang — terang tidak disertai bayangan suatu
kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya
dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari
kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban
atar perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati — hati/kealpaan (culpa)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan

hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku

tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang

berhati — hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.?®

Pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu
mekanisme untuk menentukan apakah seseorangn terdakwa atau tersangka
dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang

dilakukannnya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

% 1bid, hal.165
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Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk
mampu bertanggung jawab:

1) Mampu untuk mengerti nilai — nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2) Mampu untk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan
masyarakat tidak diperbolehkan.
3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan
itu.?’

Pertanggung Jawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat
ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas
legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari
pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan
demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan
yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada
aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:?

Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah

dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan

pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan,

sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan

memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana

sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal

filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban.

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah

27 |bid, hal.165
%8 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2012, hal.45
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orang Yyang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana
tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan
pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.
Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan
perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak
tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar
daripada dipidananya si pembuat.

1((((

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul**, artinya
seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya.
Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan
pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu
pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban
pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.?®

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak,
jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya
satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung
jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari

29 |bid. hal.46
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sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu
bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai
pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa
pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut
menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.
Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus
menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan
pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai
apabula tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan
ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan
tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan
semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak
pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant memandang pidana
sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana
oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana
menunjukan suatu tuntutan keadilan.

2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada
pendapat Imamanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of
Law” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-
mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain,
baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam
semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah
melakukan sesuatu kejahatan.*

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan

pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana

30 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.45
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tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.
Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana.
Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu
memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.3' Artinya teori pembalasan tidak
memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku
kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang
berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.
a. Teori Tujuan / Relatif
Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat
digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang
yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan
mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial,
akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari
adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan
bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan ne
peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas
bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.2
Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa
dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :
1. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus Bahwa
pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus

ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi

%! Ibid, hal.46
%2 |bid, hal.48
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perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki
terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna,
sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalaha untuk
mempertahankan Kketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.
Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya
dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan
yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah
laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukuan
tindak pidana.3?

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam
pengertiannya prevensi general yaitu :

1. Pengaruh pencegahan.

2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh
pada hukum.34

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van
Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.®

b. Teori Gabungan

% Ibid, hal.49
% Ibid, hal.50
% Ibid, hal.51
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Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori
gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga
dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban
dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan
yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal”
menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa
beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun
pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang
rusak dalam masyarakat dan prevensi general”. Terhadap teori gabungan ini
terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi
sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan
dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa
pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari
sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi
tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan
pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan
umum.

2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib
masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi
tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan
pertahanan tata tertib masyarakat.3®

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya
terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :*

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi,

suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup
bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

% 1bid, hal.52
37 Roeslan Saleh, Op Cit, hal.49
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2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus
merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi
atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana
selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan
tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan
bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana
diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta
sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat
diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah
seharusnyalah tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan
negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma
kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan
menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh
memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta
menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan
pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak
pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual
maupun dampak yang bersifat sosial.>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk

memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi
fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan
oleh tindak pidana (individual and social damages). Pemilihan teori

integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan,

baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

3 Muladi Dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada
Media Group, Jakarta, 2012, hal. 127
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Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang
dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan
tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadapa hakekat manusia,
informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang
bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan
penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori
tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk
menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. Alasan secara ideologis,
dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan

harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa

dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk
pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu
memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa
kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan
dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam
hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan

Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahirlah dan

kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat
Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan untama dari
pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat
dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan
pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan

bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan

pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.
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Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan
bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini
meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana
merupaka suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang
diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang
pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas,
Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan
pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial
(individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal
ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan
catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.
Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

Pencegahan (umum dan khusus);
Perlindungan Masyarakat;

Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
Pengimbalan/Pengimbangan.®

M owbnhRE

Tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam
kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal
policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk
menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional

yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.*

% Ibid, hal. 142
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Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana
sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana
pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan
yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi
kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana
yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang.**

Pelaksanaan dari politik-hukum pidana harus melalui beberapa tahapan
yaitu :

a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh
badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang
melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan
situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam
bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil
Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan
hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian
sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas
menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana

yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan

41 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23
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tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai
keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap
yudikatif.

. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara
konkret oleh aparataparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat
pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan
Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan
Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam
melaksanakan pemidanaan  yang telah ditetapkan dalam Putusan
Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan
tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana
yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu
daya guna.*?

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha
atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan
tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak
termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan
pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu
sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa
sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil

“21bid, hal. 24
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untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum
pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-
undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu
dan untuk masa-masa yang akan datang.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari
kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai
usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social
welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social
defence policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau
tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan
atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana,

yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan
hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu
: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada
pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi
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sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya

pencegahan terjadinya kejahatan.*®

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach)
dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented
approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan
atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik

hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).**

BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Pengertian Tindak Pidana
Istilah delik atau het straafbaarfeit dalam ilmu hukum memiliki
banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa.

Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai

43 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta,
2012, hal. 77-78
4 |bid, hal. 79
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perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan
pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah
perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan
masyarakat, dalam arti bertentangan denga terlaksananya interaksi sosial
dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial
dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.*®

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana®. Beliau tidak menggunakan
istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan
pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno
menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Perbuatan

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)*®

Menurut Simons, bahwa Strafbar feit ialah perbuatan melawan hukum

yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu
bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan
dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).
Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan strafbaar feit itu berarti voor
straaf inaanmerking komend atau straaf verdienend yang juga mempunyai
arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti

yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu

4 P.AF. Lamintang, Op Cit, hal. 39
4 Moeljatno, Op Cit, hal.58
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secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah
melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat
dihukum, atau feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is.*’

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis
dan bersifat Perundang-Undangan. Definisi teoritis ialah pelangaran norma
(kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang
harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi
menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-
rumusan tentang tindak pidana (Strafbaar feit) yang diberikan oleh para
sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini
hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan
tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.*®

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur
hukum juga pernah menggunakan istilah strafbaar feit sebagai berikut:

a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan
menggunakan istilah tindak pidana.

b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya
Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van
Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia,
Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.

c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum
pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam

peraturan tentang kepabeanan.

47P.A.F. Lamintang, Op Cit, hal. 72-73
8 1bid, hal. 74
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d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan
Schravendijk.

e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk
Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang
senjata api dan bahan peledak.

f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan
beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam
pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan
kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan
dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian

dan orang yang menimbulkan kejadian itu.*®

B.  Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana
Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat
diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum;

2. Kaualitas dari si pelaku;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap
perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk,
yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk
pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam
ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan
rechtsdelicten.*

4 Moeljatno, Op Cit, hal.89
0 p.AF. Lamintang, Op Cit, hal.193-194.
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Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh
masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai
perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya
disebut dengan wetsdelicten.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam
buku Il dan pelanggaran dimuat dalam buku Ill. Kejahatan
umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada
pelanggaran.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana
formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah
tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum
pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang
mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari
perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana
yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan
akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana
sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana
aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak
pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal
338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak
sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau

lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian
Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada
hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri
sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan

untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik
yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.>!

5! Ibid, hal. 197-198
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Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat
kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini
disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu
tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali
manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat
menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang
tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah
menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan
tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus
delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang
dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut
Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus
dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada
dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan
perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti”
itu adalah:

a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri
perbuatannya.

b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu
bekerja.

c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah
timbul.
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d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.>2
Penanggulangan Tindak Pidana
Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan
kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai
istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek
adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan
hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana
sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana
pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan
yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi
kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana
yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang.>
Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa
tahapan yaitu:
a. Tahap Formulasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan
kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi

masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam

52 1bid, hal. 199
%3 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23
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bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil
Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana)
Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai
Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas
menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana
yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan
tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai
keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap
yudikatif.

Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh
aparataparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana
pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana
yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan
Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam
melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan
Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan

tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan
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Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai

keadilan suatu daya guna.>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha
atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan
tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak
termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan
pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan
suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,
berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang
dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan,
berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan
pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang
akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu
gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-
sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari
kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social

> 1bid, hal.79
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welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social
defence policy).>®
Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan
utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan
atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana,
yaitu:
1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan
hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral,
yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada
pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya
meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi
sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya
pencegahan terjadinya kejahatan.>®
Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach)
dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented
approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan
atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik
hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).>’

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah

perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak

%5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta,
2012, hal. 76
% 1bid, hal.77-78

> 1bid, hal.79
47



pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan
sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan
tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela,
sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya
itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan
sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum
pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara
sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.
Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan
secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari
penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang
(penindasan, penyiksaan dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan
bathiniah.®® Sementara itu, menurut R. Soesilo mengemukakan bahawa
pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan
adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit
atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan

penganiayaan.>®

58 Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, hal. 401
%9 R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Politeia,
Bogor, 2015, hal. 117
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Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu
tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas
luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk
menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan
biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya
politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat
dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul,
menendang.

Jenis penganiayaan

Dalam KUHP, kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak
kejahatan dan diatur dalam buku Il Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal
358 KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan
penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, diantaranya;

a. Penganiayaan Biasa Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP
dan merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351
KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan

tentang luka berat sebagai;
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1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan
akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

2. Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan

atau pekerjaan atau mata pencaharia.

Kehilangan salah satu panca indera.Mendapat cacat berat.

Menderita lumpuh.

Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih.

Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

SRR

Selanjutnya untuk ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang
dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan
orang”, jadi penganiayaan itu tidak mesti melukai orang, tapi membuat
orang tidak bisa bicara atau membuat orang lumpuh termasuk dalam
pengertian tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya disamakan dengan
merusak kesehatan orang lain, akan tetapi jika merusak kesehatan orang lain
dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa
atau kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. Selanjutnya
dalam hal percobaan untuk menganiayaa tidaklah dapat dipidana, kecuali
percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana.
Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut
“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh
manusia ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari
perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh
yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang

sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.
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Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan
sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.%
Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan
menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di
sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain,
unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit
atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu
perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada
perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam
hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya
menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul,
menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah
perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja
mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.” Sedangkan R. Soesilo
berpendapat bahwa :“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang
dinamakan penganiayaan adalah :

a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
b. Menyebabkan rasa sakit.

c. Menyebabkan luka-luka.

60 M.Sudradjat Bassar. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Remadja Karya. Bandung. 2012, hal. 99
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan

adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada

orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau

anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai

dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

a.

i3

Q@ +oap

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan
sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan
atau pekerjaan pencarian;

Kehilangan salah satu panca indra;

Mendapat cacat berat;

Menderita sakit lumpuh;

Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;

Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam

KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang

dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351

KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak

pidana tesebut yang mengatakan bahwa :

a.

b.

C.

d.
e.

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun

Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering

merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah

membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan.
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Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti
dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan
masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah
membentuk presepsi yang khas di kalangan masyarakat Secara yuridis, apa
yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak
dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang
menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang
sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang
menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

Pasal 89 KUHP
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan
menggunakan kekerasan”

Pasal 170 KUHP
(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang
digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 258 KUHP

(1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau
timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak
dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. (2) Diancam
dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran
atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah
barang itu asli dan tidak dipalsu.

Pasal 289 KUHP
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”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 335 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa secara melawan
hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman
kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2.
Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya
dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada
tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai
tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan

ini diikuti dengan kekerasan.

BAB IV
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN OLEH PELAKU ANAK DI KOTA JAMBI
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Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan
Kematian Oleh Pelaku Anak Di Kota Jambi

Secara yuridis delik tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan
kematian sebagai mana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana Penganiayaan berat dilakukan
dengan direncanakan terlebih dahulu, maksimum ancaman sanksi
pemidanaan hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan apabila
berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara.

Menurut Ajun Komisaris Polisi (AKP) Yumika Putra, S.H, M.H.,
mengatakan :

“Saat ini angka tindak pidana penganiayaan khususnya yang terjadi di

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi terus

meningkat. Hal ini diketahui dari jumlah laporan/aduan delik pidana

penganiayaan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020

sampai 2021 yang selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya”.5!

Dari meningkatnya angka tindak pidana penganiayaan khususnya

yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

61 Wawancara Ajun Komisaris Polisi (AKP) Yumika Putra, S.H, M.H., Pada Senin,
28 November 2022 Pukul 10.30 WIB
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seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel
sebagai berikut:

Tabel I
Jamlah Angka Tindak Pidana Penganiayaan Khususnya Yang Terjadi
Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi
Tahun 2020 Sampai Tahun 2021

Nomor Tahun Jumlah Kasus
1 2020 9
2 2021 14
Jumlah 23

Sumber Data: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
(SPKT) Kepolisian Sektor Telanaipura Tahun 2020
Sampai Tahun 2021
Berdasarkan tabel | diatas dapat di ketahui bahwa pada tahun 2020
saja terdapat 9 (Sembilan) laporan/aduan delik pidana penganiayaan,
Kemudian pada tahun 2021 terdapat 14 laporan/aduan delik pidana
penganiayaan. Maka dapat diketahui dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 angka tindak pidana
penganiayaan khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor
Telanai Pura mencapai 23 laporan/aduan delik pidana penganiayaan.
Kemudian dari jumlah 23 kasus delik pidana penganiayaan 7 (tujuh)
diantaranya merupakan delik tindak pidana penganiayaan perkelahian yang
menyebabkan kematian sedangkan 16 kasus diantaranya delik pidana
penganiayaan berat.
Adapun salah satu contoh yang penulis angkat ialah tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak dibawah umur

yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

Sebagaimana diketahui berawal setelah korban dan pelaku ribut, saling ejek
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di GOR Kota Baru, satu pelaku utamanya berinisial AS kabur melarikan diri
ke Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan nhamun akhirnya
berhasil ditangkap. AS kabur setelah membacok Sharul Romadhon, salah
satu supporter tim futsal SMAN 7 Kota Jambi, di Jalan KH A Malik,
Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Akibat
kejadian tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit dan sempat dirawat
beberapa hari, namun akhirnya korban meninggal dunia.

Adapun kronologi kejadian pembacokan tersebut, pelaku AS
berkumpul mengajak teman-temannya untuk melakukan pembacokan
dengan mengambil sebilah parang di daerah Arizona. Kemudian, mereka
menunggu supporter SMAN 7 lawan mereka lewat dan mengikutinya. Saat
berada di Jalan KH A Malik, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai
Pura, pelaku membacok punggung korban DL. Seketika, Sharul Romadhon
yang membawa motor membonceng DL berhenti, DL berhasil kabur, namun
Sharul Romadhon tidak sempat berlari, sehingga menjadi korban
pembacokan pelaku AS yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain
menangkap aktor utama pembacokan Sharul Romadhon, aparat penegak
hukum juga mengamankan empat pelaku lainnya yang turut serta membantu
AS dalam melakukan aksinya, yakni MZ, RK, FR dan MA. Sedangkan MY
masih menjadi buronan  polisi. Kemudian ancaman pemidanaan yang
dikenakan kepada para pelaku yakni untuk tersangka AS dikenakan
ancaman pemidanaan pada Pasal 355 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan
berat yang direncanakan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Sedangkan, untuk tersangka MZ, RK, FR dan MA dikenakan pasal yang
sama dan juncto Pasal 55 dan 57 KUHP tentang penyertaan dengan
ancaman hukuman pokok dikurangi sepertiga. Akan tetapi dalam
memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkelahian yang menyebabkan
kematian antar supporter pelajar Sekolah Menengah Atas tentunya ada
permasalahan yang temui seperti tidak diterapkannya Diversi dalam
penyidikan kasus ini sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan
dengan hukum wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian
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perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses
penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana).

Secara yuridis menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat batasan umur anak
antara lain Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak
adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.

Kendala Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku Anak Di Kota Jambi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171
bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa
sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun dan belum pernah
kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum
mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153
ayat (5) KUHAP).

Adapun kendala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan
yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak Di Kota Jambi yaitu adanya

duplikasi hukum mengenai pengertian anak berdasarkan Kitab Undang-
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Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengertian anak Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan
anak yang membuat aparat penegak hukum harus mengedapankan prinsip
kehati hatian dalam memberikan pemidanaan.

Dalam penulisan ini usia anak yaitu mengacu usia anak menurut Pasal
1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya
anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak,
yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah di Undangkannya Undang-Undang
Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang
berkonflik dengan hukum (ABH).

Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menegaskan
bahwa:

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran

pengan_iaygan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan
hukum.
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(3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara bagi anak
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Kemudian berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak,
diatur lebih terperinci perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan
dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum. Pembinaan anak
dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala
kemungkinan yang membahayakan mereka. Berbagai instrumen hukum
perlindungan pada anak semestinya konsisten dengan gagasan yang
memberikan batasan perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan berbasis
usia, relevan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tahun 2015 (selanjutnya disingkat RUU KUHP) yang menggunakan basis
konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak bisa dimintakan
pertanggungjawaban hukum, yakni dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 tahun.
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak
yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak yang berkonflik dengan

hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat ketentuan
Internasional yaitu United Nations Rules For The Protection Of Juveniles
Of Their Liberty (Adopted by General Assembly Resolution 45/113 of 14
December 1990), dalam Rule 11 huruf a ditegaskan bahwa, “A Juvenile Is

Every Person Under The Age Of 18. The Age Limit Below Which It Should
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Not Be Permitted To Deprive A Child Of His Or Her Liberty Should Be
Determined By Law”.%?

Ketentuan tersebut, menegaskan bahwa seorang anak adalah
seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Prinsip pelindungan hukum
terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention
on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak).®® Hak anak untuk mendapatkan
perlindungan hukum tanpa diskriminasi merupakan hak konstitusional yang
harus didapatkan oleh seluruh anak Indonesia, sudah saatnya manajemen
pemerintahan meninjau ulang prioritas-prioritas kebijakannya untuk
memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari hukuman.

Upaya Mengatasi Menjadi Kendala Dalam Menangani Kasus Tindak
Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku
Anak Di Kota Jambi

Dalam penanganan kasus penganiayaan, sudah merupakan tugas dan
wewenang aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk menerima
laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
tersebut. Berat atau ringannya suatu perkara penganiayaan pada dasarnya
tidak dapat menjadi alasan bagi Polisi untuk menindaklanjuti perkara

tersebut atau tidak. Namun dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang

62 Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika
Aditama, Bandung, 2012, hal.150
83 1bid, hal.151
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menyebabkan kematian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor
Telanaipura meskipun pelaku merupakan seorang anak dibawah umur,
konsep Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
pemidanaan (peradilan pidana) ke proses penyelesaian mediasi (di luar
peradilan pidana) tidak dapat menjadi alternative penyelesaiannya. Artinya
penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh
pelaku anak dibawah umur tersebut tetap berjalan pada proses pemidanaan
(peradilan pidana).

Menurut Brigadir Polisi Satu (Briptu) Dicky Rinaldi, S.H., selaku
Penyidik Satuan - Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura
menjelaskan:

“Adapun sebab kami selaku penyidik Kepolisian untuk tidak
mengupayakan penyelesaian secara Diversi dalam penyidikan kasus
tindak pidana ini, dilihat dari sisi yuridis perbuatan MZ, RK, FR dan
MA terbukti telah turut serta membantu melakukan tindak pidana
penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang
mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan
pasal 355 ayat (2) KUHPidana juncto pasal 55 KUHPidana atau
Juncto 56 KUHPidana, lalu Terhadap tersangka setidak tidaknya juga
dapat di tuntut telah melakukan tindak pidana turut serta
(penyertaan) dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan
oleh beberapa orang yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana
dimaksud dalam rumusan pasal 358 ke 2e KUHPidana. Untuk itu
mereka telah layak untuk di periksa di muka persidangan di
Pengadilan Negeri Jambi dengan Tuntutan sebagaimana Persangkaan
yang telah kami sangkakan Yaitu Pasal 355 ayat (2) KUHP juncto
Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP Subsider pasal 358
KUHPidana, dengan acara Pidana berpedoman kepada sistim
peradilan Dewasa.”®*

& Wawancara Brigadir Polisi Satu (Briptu) Dicky Rinaldi, S.H., selaku Penyidik
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura. Pada Senin, 28 November 2022
Pukul 12.30 WIB
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Kemudian Penulis berpendapat terhadap pelaku turut serta
perkelahian yang menyebabkan kematian antar supporter pelajar sekolah
menengah atas seharusnya diterapkannya penyelesaian secara Diversi dalam
penyidikan kasus ini mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan
dengan hukum wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses
penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana). Meskipun berdasarkan
keterangan Penyidik = Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor
Telanaipura tersebut memiliki pertimbangan untuk tidak mengupayakan
Diversi karna perbuatan para pelaku secara yuridis sangat memberatkan
yaitu terbukti melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 KUHP
dan atau Pasal 56 KUHP Subsider pasal 358 KUHPidana, dengan acara
pidana berpedoman kepada sistim peradilan Dewasa.

Kebijakan Pidana diversi (Keadilan) atau dikenal dengan istilah
perdamaian adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada
kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan
peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum
atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini korban juga
dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan (Anak) juga
didorong untuk mempertanggung jawabkan atas tindakannya, yaitu dengan

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan
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meminta maaf, menganti rugi secara materi dari hak yang tidak terpenuhi,
atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Semestinya pelaksanaan diversi sudah dilakukan oleh penyidik
(Polisi) sejak proses penyidikan. Dimana pelaku anak yang tertangkap
kemudian dipertemukan dengan korban (anak/dewasa) dengan masing-
masing pendampingnya (orangtua/wali) dan difasilitasi oleh polisi sebagai
penyidik serta dihadirkan pula pihak-pihak yang terkait (pekerja sosial
kemasyarakat, ahli kesehatan, dan sebagainya) untuk kemudian
membicarakan jalan keluar yang terbaik bagi anak tanpa melalui proses
pidana konvensional. Proses diversi bagi anak tidak jauh beda dengan
mediasi bagi orang dewasa, biasanya hasil dari musyawarah berupa
pemberian sejumlah ganti rugi bagi korban dan penyerahan kembali kepada
orangtua/wali atau panti sosial maupun pihakpihak lain yang dianggap
mampu untuk mendidik pelaku anak menjadi lebih baik. Karena pada
dasarnya diversi bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi-
kondisi ideal bagi anak sebagaimana sebelum peristiwa hukum terjadi.

Kemudian adapun akibat hukum ketika diversi anak berhadapan
dengan hukum tidak diberikan oleh Penyidik menyebabkan proses hukum
terus dilanjutkan, sampai pelaku anak ditetapkan sebagai tersangka. Pada
tingkat pra penuntutan, Jaksa selaku fasilitator wajib menyelenggarakan
diversi bagi pelaku anak tersebut. Mengenai proses dan tata cara
penyelenggaraaan diversi disamakan dengan upaya diversi yang dilakukan

oleh Penyidik. Apabila pada tahap ini diversi gagal, proses hukum terhadap
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tersangka anak tetap dilanjutkan hingga pelaku anak ditetapkan sebagai
terdakwa. Jaksa melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke
Pengadilan. Hakim yang ditunjuk harus menyelenggarakan upaya diversi,
dan apabila gagal maka terhadap terdakwa anak tersebut akan tetap
dilanjutkan ke tahap persidangan. Apabila hakim telah membuka
persidangan terhadap terdakwa anak, maka tidak dapat lagi dilakukan upaya
diversi oleh siapapun bagi pelaku pidana anak.

Meskipun anak yang secara hukum masih berada dibawah perwalian
orangtuanya, sehingga penyelesaian perkara anak juga harus melibatkan
peran orangtua. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menciptakan norma
hukum (Legal Norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Pada Pasal 4
menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.

Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan primary laws (norma hukum
utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya,
yang secara teoritis dapat disebut sebagai secondary laws. Karenanya, hak
hidup sebagai hak yang tidak dapat dibatalkan dalam keadaan apapun,

termasuk situasi darurat (Emergency).
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A

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian

oleh pelaku anak dibawah umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor
Telanaipura ialah berawal dari perkelahian antar supporter pelajar
Sekolah Menengah Atas. pelaku AS berkumpul mengajak teman-
temannya yakni MZ, RK, FR, MY dan MA untuk melakukan

pembacokan terhadap korbannya.

. Adapun kendala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan

yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak Di Kota Jambi yaitu
adanya duplikasi hukum mengenai pengertian anak berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengertian anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak yang membuat aparat penegak hukum harus
mengedapankan prinsip kehati hatian dalam memberikan pemidanaan.

Upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan
kematian oleh pelaku anak dibawah umur tersebut tetap berjalan pada
proses pemidanaan (peradilan pidana). Artinya tidak diterapkannya

konsep Diversi.
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Saran

Hendaknya terhadap kasus perkelahian yang menyebabkan kematian
antar supporter pelajar Sekolah Menengah Atas yang di tangani Kepolisian
Sektor Telanaipura seharusnya diterapkannya Diversi dalam penyidikan
kasus tersebut mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan
dengan hukum wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses

penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana).
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